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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat
dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2025. LKjIP Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LK|jIP adalah wujud pertanggung jawaban
pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun
anggaran. Proses kinerja dinas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam
bentuk LK]jIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah,
serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian
kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP ini
semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya
untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran
penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup —-
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelak sanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi
Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
Anambas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi
masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi
dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan
untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup j



LKjIP Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

~

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :

a.

Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban terlulis Unit Eselon |l Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup kepada Bupati Kepulauan Anambas atas
pencapaian Kinerja Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025.

- Memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program

kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan

dan Lingkungan Hidup adalah :

a.

Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kepulauan Anambas
selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

. Sebagai langkah upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan

kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan lingkungan hidup yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas ini DISHUBLH menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan dan

Lingkungan Hidup;

b. Penyelenggaraan urusan perhubungan dan urusan lingkungan hidup serta pelayanan

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

di bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan

pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;
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c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas
bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan
pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat
struktural sebagaimana yang terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
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1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan
lingkungan hidup;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup;

4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan;

5. Pengelolaan barang milik Daerah:

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
a. Sekretariat

Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Laut

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

-0 20

Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan teknis urusan perhubungan dan lingkungan
hidup, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis
(UPT) yaitu :

1. UPT Pengelolaan Sampah

2. UPT Pengelolaan Transportasi

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup |
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh aparatur sebanyak 215 orang, dengan
rincian 36 orang berstatus sebagai PNS, 179 orang PPPK dan 1 orang PPPK Paruh
waktu.

Tabel 1.1 Aparatur DISHUBLH berdasarkan pendidikan

Status Tingkat Pendidikan Yo
Kepegawaian D3 SLTA SLTP SD NON
1 PNS 6 20 5 5 - - 36
) PPPK - 18 2 132 26 - 178
PPPK Paruh
3 | Wakty ) L ) ) ) ) 3
Jumilah 6 39 7 137 26 - 215

Sumber . Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025

Tabel 1.2 Aparatur PNS DISHUBLH Berdasarkan Pangkat

Pangkat Jumlah

1 Golongan IV/b |
2 Golongan IV/a 2
3 Golongan Ill/d 9
4 Golongan ill!c 5
5 Golongan Iii/b 6
6 Golongan Ili/a 10
7 Golongan Il/d 3
8 Golongan IX 19
9 Golongan VII 2
10 Golongan V 132
11 Golongan | 26

Jumlah 215

Sumber  Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025,

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
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Tabel.L.3 Aparatur PNS DISHUBLH Berdasarkan Jabatan

1 | Eselon Iitb 1
2 | Eselon Il/a 1
3 | Eselon llib 4
4 | Eselon IV/a 8
&5 | Eselon IV/ib 2
5 | Fungsional i
6 | Pelaksana 192
Jumlah 215

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah:

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/1X/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah:

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup -
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1.6 Sistematika Penyajian

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Eksekutif
BABlI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Tugas dan Fungsi
1.4 Sumber Daya Manusia
1.5 Dasar Hukum
1.6 Sistematika Penyajian
BAB Il PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis
2.2. Visi dan Misi
2.3. Tujuan dan Sasaran
2.4. Indikator Kinerja Utama
2.5. Perjanjian Kinerja
BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
3.3 Analisis Capaian Kinerja
3.4 Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubngan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis
dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah
yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah
yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Bupati Kepulauan Anambas terkait dengan penetapan / kebijakan
bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan
Anambas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan
RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan dan
Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan stakeholder. Selanjutnya,
Renstra Dinas Perhubungan dan Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup




perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas

yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun untuk lima tahun ke depan
dibingkai dalam suatu gagasan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 yaitu
“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis Unggul di Bidang
Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”.

Terdapat lima kata kunciffrasa yang terkandung pada rumusan visi tersebut dengan

masing-masingnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdaya saing, adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan
perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan
mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini
dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan menjangkau
seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan
dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja
terampil (high skilled workers) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku-
pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang
digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari
Indeks Daya Saing Daerah.

2. Inovatif, adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang
adaptif dengan berbagai pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat
senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya
pendekatan yang inovatif adalah i) ketahanan pangan, energi, dan air (food, energy,
and water nexus), dan ii) serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan
berbasis pada ekonomi biru.

3. Agamis, adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki
keimanan yang kuat, ketaatan dalam beribadah berdasarkan keyakinan yang dianut,
serta mengintegrasikan nilai-nilai  spiritualitas  dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat yang agamis memparipurnakan SDM yang berdaya saing, karena untuk
mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup _“



saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas
yang tinggi sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

4. Unggul di bidang maritim, adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang
mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan
kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan
Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai dan
laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada
pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya

serta karakteristik masyarakat kepulauan.

Untuk dapat memiliki keunggulan tersebut, maka infrastruktur pendukung usaha
haruslah memadai dan prima, baik untuk perikanan (budidaya dan tangkap) maupun
pariwisata. Diantara infrastruktur tersebut adalah ketersediaan energi, infrastruktur
konektivitas dan logistik. Modernisasi dan digitalisasi harus dilakukan sehingga untuk
produk perikanan misalnya, produknya menjadi produk yang memiliki ketelusuran
(traceability) sebagai permintaan dari pasar dunia. Sertifikasi untuk berbagai produk
yang dihasilkan juga harus didapatkan sehingga produk-produk tersebut dapat dijamin
kualitasnya bagi konsumen internasional. Pengembangan destinasi dan promosi
wisata daerah menjadi hal yang dikedepankan. Tentunya perwujudan berbagai
program tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dan juga
memerlukan sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sehingga peningkatan iklim investasi daerah harus dijadikan sebagai prioritas
utama. Keunggulan di bidang maritim harus tercermin pada tingginya daya tarik
investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Maju dan sejahtera, adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas
dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran
menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik
dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan
spiritual. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multj-
dimensi dan harus diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan
usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut
melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka
kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan
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ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi
kelompok-kelompok yang membutuhkan.

2.2.2 Misi
Untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pernyataan visi tersebut,
maka ditetapkan lima misi sebagai berikut.

Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis,
dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam
mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam mewujudkan visi Kepulauan
Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuiju
Masyarakat Maju dan Sejahtera. Melalui penguatan kualitas SDM, visi tersebut
dapat tercapai karena masyarakat yang berdaya saing tidak hanya mampu
menghadapi tantangan global, tetapi juga tetap berpegang pada nilai keagamaan
dan budaya lokal demi terwujudnya Anambas yang unggul, maju, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul
dan berbudaya secara merata, diperlukan sasaran yang lebih terukur dan spesifik.
Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan akses baik dalam bidang
pendidikan dan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta penguatan
kesetaraan gender. Selain itu, peningkatan stabilitas sosial dan kehidupan
beragama yang rukun juga penting dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga
seluruh lapisan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang
harmonis.

Misi 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama bagi peningkatan daya saing
daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis berupa
keterisolasian antarwilayah. Dengan infrastruktur yang merata, masyarakat di
seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperoleh akses yang lebih
baik terhadap pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, serta transportasi publik yang
mendukung pergerakan manusia dan barang. Hal ini tidak hanya mendorong
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan
Anambas sebagai daerah unggul di bidang maritim.

Pelaksanaan misi ini diarahkan untuk mewujudkan Anambas sebagai hunian yang
nyaman. Peningkatan konektivitas transportasi publik menjadi prioritas penting
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dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan
antarwilayah. Demikian pula, penyediaan infrastruktur dasar yang adil dan
terjangkau di seluruh wilayah akan memastikan distribusi manfaat pembangunan
secara merata, sehingga mengurangi disparitas antarwilayah. Pendekatan ini tidak
hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial-ekonomi, karena
infrastruktur yang baik akan membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja,

serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan
ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Kabupaten Kepulauan
Anambas, sebagai wilayah kepulauan, memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak
lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada prinsip
keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, misi kedua tidak hanya
berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga
menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan, sejalan dengan visi besar
Anambas yang berdaya saing dan unggul di bidang maritim.

Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang
inovatif

Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, dan unggul hanya dapat dicapai
melalui dukungan birokrasi yang profesional dan kolaboratif. Sebagai regulator dan
juga eksekutor dalam hal pelayanan publik dan pembangunan daerah, maka birokrat
yang profesional dan kolaboratif akan menentukan kualitas dari pelayanan publik
dan pembangunan yang dilaksanakan yang pada akhirnya akan menentukan daya
saing, inovasi, dan keunggulan daerah.

Agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima, maka diperlukan penguatan
reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Agenda reformasi birokrasi yang
telah dilaksanakan sejak lama, perlu untuk terus dilanjutkan dan senantiasa
diperkuat agar tidak terjebak untuk hanya menjadi sekadar jargon dan rutinitas
belaka. Untuk itu, kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif menjadi tujuan
dari misi ini. Kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif dapat dicapai melalui
peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, efekif. ramah, dan inovatif serta
mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
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Misi 4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi yang sangat besar di bidang
kemaritiman dan pariwisata. Ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas sangat
bergantung pada bidang maritim dimana mayoritas penduduk berprofesi di sektor
perikanan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim dan wisata diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi daerah.
Kepulauan Anambas yang unggul di bidang maritim dicapai dengam memperkuat
pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.

Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dilakukan
dengan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.
Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis
maritim dan pariwisata, meningkatkan investasi dan integrasi ekonomi, dan

menurunkan pengangguran daerah.
Misi 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Misi kelima merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi Kabupaten
Kepulauan Anambas sebagai daerah yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan
unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera. Misi ini
menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi
dan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, khususnya yang berada
di desa-desa dan wilayah kepulauan terpencil, mampu menikmati kesejahteraan
secara merata. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar warga tidak hanya
menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama
dalam menggerakkan roda pembangunan di lingkungannya.

Pelaksanaan misi ini diarahkan pada pencapaian tujuan meningkatkan
kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, pemerintah daerah
akan menempuh berbagai strategi yang mendukung pencapaian dua sasaran
utama. Pertama, menurunnya angka kemiskinan, yang akan dilakukan melalui 1)
peningkatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi petani,
nelayan, kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien ; dan 2) Mempercepat
pembangunan dan penuntasan kemiskinan daerah. Kedua, meningkatnya kapasitas
dan kemandirian masyarakat desa, yang akan diwujudkan melalui Meningkatkan
peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan penyedia sumber daya.
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Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan masyarakat Kepulauan Anambas semakin
berdaya, mampu mandiri, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang
ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara inklusif. Pada akhirnya,
pencapaian misi ini akan menjadi salah satu pilar utama terwujudnya visi besar
Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, dan
unggul, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai wilayah kepulauan maritim

yang berdaya saing.

2.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan,
maka Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam kurun Tahun 2021-2026
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1.Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntanbilitas Kinerja
3. Meningkatkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang
ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh
karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2021-
2026, ditetapkan sasaran — sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan
2. Meningkatnya tata kela Pemerintahan yang akuntabel
3. Meningkatnya Pelayanan lalu lintas dan angkutan Kepada Masyarakat
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Untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja dalam periode
2021-2026 dapat disajikanpada tabel dibawah ini.
Tabel Il.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja 2021-2026

i ey R P RN, 2o T e S
N Meningkataya Indeks Kualtas A
I Kualtas
[ Indeks Kualtas Udara | 8535 3545 8555 8585 85,75 8585
! Ar Udara dan
Lahan Indeks Kualtas Lanan | 7843 | 7927 | 801t | 80% | 8181 B268
i Nilai Reformas:
I o (V1] i 5 ;
et ¢ Sk 3000 | 40 5000 | 6010 | 6020 | 6020
i Meningkalkan Kenmngkatnya fata
I akuntabelilas lineria | kelo'a pemerntan
' yang Nilat AKIP 5500 | 5700 | 6000 | 6010 | 6020 | 8020
aruntabel

Persentase Lintas
Penyeberangan yang | 43 20 5350 | 7300 | 8380
Meningsatnya beraperasi
pelayanar, Persentace Cakupan
lalu lintas dan Panjang
Bngsutan Jalan yarg diergkao
kepada masyarakat swa: groae 5161 | 3945 | 682 | 7485 | 8245 | Boss
alal periengkapan
jalan

Stmber: Renstra DISTTUBLET 2021-2026
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP) 2025

2.5 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup tahun 2025 diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup dengan Bupati Kepulauan Anambas dan besaran anggaran yang

direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel I1.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

dilengkapi sapras alat perlengkapan jalan )

Indeks Kualitas Air 57.00
Meningkatnya Kualitas Air, :
b doe b Indeks Kualitas Udara 85.75
Indeks Kualitas Lahan 81.81
Meningkatnya tata kelola
2 | pemerintah yang Nilai AKIP Perangkat Daerah 60,20
transparan dan akuntabel
Rasio Konektivitas Angkutan Laut 1.00
Rasio Konektivitas Angkulan_ | 1 00
Meningkatnya pelayanan Penyeberangan y
3 | lalu lintas dan angkutan - ) =T
Persentase Lintas Penyeberangan yang
kepada masyarakat beroperasi 1.00
Persentase Cakupan Panjang Jalan yang 82 49
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Adapun pagu Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
melaksanakan 10 Program / Kegiatan beserta pagu anggaran sebagaimana dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 11.4
Jumlah Pagu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Anggaran

Program F’enunjang Urusan Pemerintahan aerah
1 Kabupaten /Kot Rp. 10.357.317.581,15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2| Kabupaten /Kota (UPT Pengelolaan Transportasi) | > 2096.762.004.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8 Kabupaten /Kota (UPT Pengelolaan Sampah) Re. B2B,977. 186,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan
4| Angkutan Jalan (LLAJ) Rg RESAIS.829.00
5 | Program Pengelolaan Pelayaran Rp. 2.038.112.364,00
Prbgran"n Pengéndalian Pencemaran dan/atau
8 Kerusakan Lingkungan Hidup Rp: 14.741.400,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
7 (Kehati) Rp. 15.931.418,95
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap
8 Izin Lingkungan Dan lzin Perlindungan Dan Rp. 18.960.900,00
Pengelolaan Lingkungan Hldup (PPLH)
Program Peningkatan Pendldlkan Pelatihan Dan
_ 9 i __P__enyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Rp. 17.325.165,00
10 | Program Pengelolaan Persampahan Rp. 841.867.220,00
Total Rp. 14.165.436.555,10
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BAB liI
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang, menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anamba, yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laparan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis
yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja
Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan
dalam menilai keberhasilan serta kegagalan di dalam proses pelaksanaan kegiatan
yang mengacu kepada program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
demi terwujudnya visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Alat ukut untuk capaian
kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan cara melakukan
pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran dengan
pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

sebagai berikut :

Tabel lll.1 Predikat nilai capaian kinerjanya

Persentase Predikat Kode Warna

> 100% Melebihi Target _
= 100% Tercapai / Sesuai Target
< 100% Tidak Tercapai

Sedangkan untuk mengukur predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang
tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai
berikut :

Tabel lll.2 Pencapaian Kinerja Menurut Permendagri

Rata - Rata Capaian

Sangat Baik > 90
2 Baik — 75_60 -89.99
3 Cukup 65.00 - 74,99 B
4 Kurang 50.00-64.99
5 Sangat Kurang 0-4999

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidaknya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kelembagaan DISHUBLH merupakan sasaran yang mendukung misi ke 3 (tiga)
dan 4 (empat) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam laporan ini, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang
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telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan

rincian sebagai berikut :

» Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

» Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

» Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

No.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (/KU). Hal yang pertama kali harus dilakukan suatu instansi adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari suatu instansi pemerintah bersangkutan. Dalam upaya
meningkatkan akutabilitas, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah
melakukan reviu terhadap IKU. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel ll1.3
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2 3 4 5 6 7 8

Indeks Kualitas 7408 70.42 107.21% Sangat

Lingkungan . Baik
Meningkatnya | Indeks Kualitas Air 57.00 73.56 129.05% Sg:?f‘
Kualitas = : oo
pirdaradan | ndeks Kualitas Udara | 8575 | 7947 | 92.33% “aw

[ raesan]
==
=

Indeks Kualitas Lahan | 81.81 89.94 100.94% | =g | Sanoat
(S
v

Baik

Rata — rata Capaian Sasaran 1 | 109,63% ngg‘at
Meningkatnya -
Tatakelola
Pemerintah Nilai AKIP Perangkat Sangat
yang Daerah 60,20 69.35 115.20% Baik
Transparan
dan Akuntabel -

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
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. Sangat
Capaian Sasaran 2 | 115,20% | [l Baik
Rasio Konektivitas 90% Sangat
Angkutan Laut 1.00 0,90 o | = Baik
Rasio Konektivitas
: Angkutan 1.00 0,50 50.00% | =1 Kurang
Maningkainya Penyeberangan
Pelayanan lalu
3 m:a:uc::: Persentase Lintas
kegad 5 Penyeberangan yang 100 50 50% Sl Kurang
masyarakat _ F’E’E?er_as_'
Persentase Cakupan
Panjang dlanlaog 82.49 56 67,89% | =71 | Cukup
dilengkapi sapras alat
perlengkapan jalan
Rata — rata Capaian Sasaran 3 | 64,47% Kurang

==

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator sebagai
berikut :
1. Indeks Kualitas Lingkungan 107.21%.
2. Indek Kualitas Air 129.05%
3. Indeks Kualitas Lahan 109.94%
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 115.20%.

Capaian kinerja yang kurang dari target ditunjukkan pada indikator sebagai berikut :
Indeks Kualitas Udara 92.33%
Rasio Konektivitas Angkutan Laut 90.00%.

Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan 50.00%.

%

o kN

. Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi 50%.

Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapras alat perlengkapan jalan

67.89%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-

2026. Jumilah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
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Tahun 2025 adalah tahun empat dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan)
indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel lll.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023, 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama Razaéi;aul Re;';I;: - Re;‘;l;”i |
2 3 4 5
Indeks Kualitas Lingkungan 82.32 80.61 79.42
Inde:s"KuaIitas Air 70.00 60.00 73.56
Indeks Kualitas leara 89.37 94 .45 19407
Indeks Kualitas Lahan 90.45 90.40 SQ_Q;M_
Nilai AKIP 66.10 6;3‘85 69.35
ﬁasio Konek?vit;als Angkutan Laut 0.83 0.87 _ ;QD—
7 | Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan. I 0.3-3 0;53 0.50
8 ll;’:rr'osgg:z:;a Lintas Penyebaréngah__yang 23,00 .33__ bO 50
o |Forsentase Colupan Patemg Jam v | g0 | s | se0o

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara realisasi IKU tahun 2023, 2024 dan 2025
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Indeks Kualitas Lingkungan tahun 2023 sebesar 82,32 dan mengalami penurunan 80,
61 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 menurun menjadi 79.42
2. Indek Kualitas Air pada tahun 2023 sebesar 70.00 dan menurun pada tahun 2024
menjadi 60.00, dan pada tahun 2025 naik menjadi 73.56
3. Indek Kualitas Udara pada tahun 2023 sebesar 89,37 dan mengalami kenaikan pada
tahun 2024 menjadi 94,45 dan pada tahun 2025 menurun menjadi 79.17
4. Indek Kualitas Lahan pada tahun 2023 sebesar 90,45 dan menurun pada tahun 2024
menjadi 90,40 dan pada tahun 2025 menurun menjadi 89.94
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5. Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah, Nilai AKIP DISHUBLH Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2023 sebesar 66,10 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan
kembali sebesar 66,86 pada tahun 2025 naik menjadi 69.35

6. Rasio Konektivitas Angkutan Laut tahun 2023 sebesar 0,83 dan pada tahun 2024
mengalami kenaikan 0,87 pada tahun 2025 naik menjadi 0.90

7. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan dan Persentase Lintas Penyeberangan
yang beroperasi tahun 2023 sebesar 0.33 dan pada tahun 2024 masih sama 0.33 dan
pada tahun 2025 naik menjadi 0.50 .

8. Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sarpras alat perlengkapan jalan
Tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 masih tetap sama seperti tahun sebelumnya hal ini
dikarenakan belum adanya penambahan sarpras alat perlengkapan jalan.

Tabel lll.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

1 2 3 4 5
1 Indeks Kualitas Lingkungan 74.84 79.42 106.12%
2 Indeks Kualitas Air “ 57,10 73.56 128.83;_
—3 Indeks Kualitas Udara | 85,85 7l9.1? 92.22%
] 4 lnde;l-;s- Kualitas Lahan “ 82,66 89,9; 108.81% I
5 _ Nilai AKIP 60.20 66,85 111,05% _
6 ﬁasio Konektivitas Angkutan Laut .‘ 1 -0.90 90.00%
7 E:s;c; berab:;gﬁktivitas Angkutan 1 0,50 50.00%
I _8 Persentase L-intas P:;nyebarangan : 100 50 50.00%

yang beroperasi

Persentase Cakupan Panjang Jalan
9 yang dilengkapi  sapras  alat 89,86 56,00 62,32%
perlengkapan jalan
— = = = S

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan
pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah
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tercapai dengan tingkat kemajuan rata-rata tahun 2025 adalah sebesar 88,82%. Hal
ini menunjukkan bahwa komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program/kegiatan
sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan di RENSTRA untuk pencapaian
IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga realisasi pencapaian target pada tahun

ketiga target Renstra Baik.

» Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tentunya ada beberapa kendala

yang dihadapi. Pada Tahun 2025 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai
tenaga teknis di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

2. Keterbatasan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran - sasaran yang telah

ditetapkan.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi

pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

1. Memberikan pembinaan dan kesempatan kepada SDM untuk belajar berlatih agar
menjadi menjadi ASN yang terlatih, terampil, bertanggung jawab, cakap dan
mempunyai integritas yang tinggi dan melaksanakan tugas;

2. Menyusun program kegiatan yang berorientasi hasil dan tepat untuk mencapai
sasaran yang direncanakan.

~ Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan
telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi
jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka
efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya
yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin
tinggi. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan
program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya
manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus

Persentase efisiensi Biaya =100% - ("85 B¥ 6007y

Target Biava

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung
sasaran pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :
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1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pagu
Rp. 14.509.800,00.

2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pagu Rp. 1.953.718.664,00.

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pagu Rp.
38.212.200,00.

4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota pagu Rp. 124.351.800,00.

5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu Rp. 30.672.000,00.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan
multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan laut yang memadai dan
tenaga internal untuk melakukan pengawasan dan fasilitas perlengkapan jalan dan
pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

~ Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Program penunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Tahun 2025 adalah program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang
terdiri atas tiga (5) kegiatan, yaitu :

Pencegahan Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal:

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota:

U o A

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan

e Indikator Indeks Kualitas Lingkungan
Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan di
Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 adalah Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Penurunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup dari tahun sebelumnya karena Indeks Kualitas Udara dan lahan
yang rendah sehingga mempengaruhi nilai keseluruhan Indeks Lingkungan Hidup.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan ﬁidup : n



'LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP) 2025

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan kepada masyarakat

e |Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut
Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio Konektivitas Angkutan
Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 adalah Program
Pengelolaan Pelayaran. Rasio Konekfivitas Angkutan Laut meningkat disebabkan
adanya pertambahan trayek lintasan angkutan laut dalam Kabupaten Kepulauan
Anambas dari tahun sebelumnya.

e Indikator Rasio Angkutan Penyeberangan
Program/ kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio Angkutan
Penyeberangan adalah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adanya
kenaikan capaian indikator tahun sebelumnya dikarenakan penambahan jumlah lintas
angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 6 Lintasan
Angkutan Penyeberangan yang ditargetkan beroperasi terdapat 3 yang sudah
beroperasi, dua lintasan baru mempunyai DED dan 2 Lintasan yang belum mempunyai
DED ataupun beroperasi.
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Dokumentasi Kegiatan Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Letung Kecamatan
Jemaja Timur pada tanggal 5 November 2025
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Dokumentasi Kegiatan Serah Terima NPHD Dermaga Ponton Pelabuhan Sri Siantan
dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Ke Pemerintahan Kabupaten Kepulauan
Anambas, tanggal 18 September 2025
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D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin

dicapai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA
Murni TA.2025 dengan nilai sebesar Rp. 30.892.292.073,05 namun setelah mengalami
Efisiensi Anggaran dan beberapa kali perubahan maka Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menjadi
Rp.14.165.436.555,10 sedangkan Realisasi Anggaran mencapai Rp.11.260.835.962,00
atau dengan serapan dana APBD mencapai 79.50% dan Realisasi Fisik sebesar 88.81%

dengan Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Pagu dan Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

Realisasi
Pagu Anggaran Realisasi Keuangan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Fisik
Rp. Rp. % %

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP 1,237,809,281.95 692,156,196.00 5502 87.12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA ST ABRAISN0 | gy /48
Administrasi Umum Perangkat Daerah 11,995,238.00 4,536,000.00 63.42 63.60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0.00 0.00
Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH) : :
Penyediaan Peralatan dan Perdengkapan Kantor 0.00 0.00
(UPT PENGELOLAAN SAMPAH) : :
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT
PENGELOLAAN SAMPAH) 10,195,238.00 2,736,000.00 26,84 271.20
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0.00 0.00
(UPT PENGELOLAAN SAMPAH) ) '
Penyediaan Bahan/Material (UPT PENGELOLAAN
SAMPAR) 0.00 0.00
Fenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (UPT PENGELOLAAN SAMPAH) RN 180000000 1 4pg0p | 10000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemarintalian Dastali 9,730,750.00 7,993,616.00 .41 71.92
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT
PENGELOLAAN SAMPAH) 2,790,000.00 1,290,000.00 4624 46,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan s
Listrik (UPT PENGELOLAAN SAMPAH) 63907R0.00 SIS0 96.56 L
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
tiiisas Dematinitihan Bastalt 307,251,200.00 210,532,800.00 68.52 93.87
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional alau Lapangan (UPT
PENGELOLAAN SAMPAH)

291,131,200.00

210,532,800.00

72.32

93.87

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT
PENGELOLAAN SAMPAH)

16,120,000.00

0.00

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

14,747,400.00

14,509,800.00

98.39

98.39

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

14,747,400.00

14,509,800.00

98.39

98.39

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan tethadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)

14,747 400.00

14,509,800.00

98.39

98.39

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

15,931,418.95

15,911,000.00

99.87

100.00

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

15,931,418.95

15,911,000.00

99.87

100.00

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP)

16,931,418.95

15,911,000.00

99.67

100.00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

18,960,900.00

17,702,400.00

93.36

100.00

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha
danfatau Kegiatan yang lzin Lingkungan dan lzin
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

18,960,200.00

17,702,400.00

93.36

100.00

Pengawasan Perizinan Berusah atau Perselujuan
Pemerintah terkail Persetujuan Lingkungan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Dasrah Provinsi dan
Peraturan Perundang - undangan di hidang
Perlindungan dan Pengadaan Lingkungan Hidup
(BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)

18,960,900.00

17,702,400.00

93.36

100.00

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

17,325,155.00

10,727,650.00

61.92

61.92

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

17,325,155.00

10,727,650.00

61.92

61.92

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
(BIDANG LINGKUNGAN HIDUF)

17,325,155.00

10,727 650,00

61.92

61.92

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

841,867,220.00

410,242,930.00

74.23

85.92

Pengelolaan Sampah

841,867,220.00

410,242,930.00

74.23

8592

Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan
Kembali Sampah (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)

4,484,000.00

4,484,000.00

100,00

100.00

Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan
Sampah (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)

837,383,220.00

405,758,830.00

48.46

71.84

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

12,927,627,273.15

10,568,679,766.00

81.75

90.51

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup




PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

10,357,317,581.15

8,254,978,002.00

79.70

TR K]

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

0.00

0.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP)

0.00

0.00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUR)

0.00

0.00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8,936,836,279.00

6,929,254,710.00

68.01

100.00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

8,698,408,279.00

6,791,094,710.00

78.07

100,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

238,428,000.00

138,160,000.00

57.95

100.00

Administrasi Umum Perangkat Daerah

328,587,319.15

295,351,015.00

93.47

94.98

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP)

7,164,061.00

6,616,000.00

95.14

100.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP)

55,800,000.00

56,800,000.00

100.00

100.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

99,485,929.21

95,196,270.00

95.69

96.09

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP)

26,246,826.94

26,676,160.00

94 .44

88.20

Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

27,206,500.00

27,188,450.00

89.93

100.00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP)

110,684,000.00

B3,674,135.00

75.60

75.60

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

699,290,917.00

658,010,620.00

74.80

94.47

Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

56,081,683.00

36,352,500.00

64.82

93.70

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik (DINAS PERHUBUNGAN DAN
LINGKUNGAN HIDUPF)

50,042,000.00

44,217,000.00

88.36

84.16

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP)

19,029,464.00

8,945,000.00

47,0

100.00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS
PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

574,137,770.00

568,496,120.00

99.02

100.00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

392,603,066.00

372,361,657.00

89.21

99.09

Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP)

325,715,625.00

318,389,777.00

97.75

98.17




Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN 66,687,441.00 53,961,880.00 80.68 100.00
LINGKUNGAN HIDUP)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA 281050400 1A ] arae 1
Administrasi Umum Perangkat Daerah 157,401,791.00 107,221,150.00 67.05 7318
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN 2.528,799.00 2,181,150.00 86.25 100.00
TRANSPORTASI)

Penyediaan Peralalan dan Perlengkapan Kantor ) } 0.00 0.00
(UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI) ’ ’
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT

PENGELOLAAN TRANSPORTASI) 3,104,820.00 1,7/75,000.00 LYATS £3.40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT

PENGELOLAAN TRANSPORTASI) 126,388,172.00 84,435,000.00 67.34 67.89
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI) 16,380,000.00 16,380,000.00 100.00 100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ;
SKPD (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI) TaRne00 i 20
Pengadaan Barang Miik Daetsh Peninjeng 31,239,933.00 31,196,55000 | 9986 |  100.00
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(UPT PENGELOLAAN TRANSPORTAS!) 31,239,933.00 31,196,550.00 99.86 100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Vet iuiaust e Diaarali §2,350,280.00 26,050,400.00 62.93 63.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UFT

PENGELOLAAN TRANSPORTASI) 12,834,280.00 11,393,100.00 88.77 88.99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI) LD TR 37.09 37.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 15,790,000.00 2279,000.00 46.61 50.00
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pgmehharaan‘. Pajak, dan Perizinan Kendaraan 4,890,000.00 2.979,000.00 4661 50.00
Dinas Operasional atau Lapangan (UPT

PENGELOLAAN TRANSPORTASI)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT

PENGELOLAAN TRANSPORTASI) 00000400 Ul L
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 275,415,324.00 155,023,800.00 56.29 98.94
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota 244,743,324.00 124,351,800.00 97 .87 97.88
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan . 0.00 0.00
Kabupaten/Kola (BIDANG PERHUBUNGAN) : .
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN) &l e 9787 97.88
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

(BIDANG PERHUBUNGAN) 117,691,524.00 0.00 0.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 0.00 0,00
(BIDANG PERHUBUNGAN) ' '

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup




Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

0.00

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)

0.00

0.00

Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan
dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
(BIDANG PERHUBUNGAN)

0.00

0.00

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG
PERHUBUNGAN)

0.00

0.00

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang danfatau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

30,672,000.00

30,672,000.00

100.00

100.00

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (salu)
Daerah Kabupaten/Kota (BIDANG
PERHUBUNGAN)

30,672,000.00

30,672,000.00

100.00

100.00

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
danfatau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)

Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)

0.00

0.00

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

2,038,112,364.00

1,891,030,864.00

971.73

94.42

Pembangunan, Penerbitan |zin Pembangunan
dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
Lokal

2,038,112,364.00

1,991,930,864.00

93.59

94.42

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
(BIDANG PERHUBUNGAN)

1,995,235,164.00

1,953,718,664.00

97.92

99.57

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan
Pengumpan Lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)

42,812,200.00

38,212,200.00

89.26

89.26

Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan
pelabuhan Pengumpan lokal (BIDANG
PERHUBUNGAN)

65,000.00

0.00

0.00

JUMLAH TOTAL

14,165,436,555.10

11,260,835,962.00

79.50

88.61

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup




[ = _-I Y3 AR TA TAIC o T
L5 } | X L

7
\

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 merupakan pertanggungjawaban
atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan
Anambas. Tahun 2021 - 2026.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan
Anambas Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi ke dua dan
keempat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sasaran strategis yang ditetapkan
adalah “Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan
Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata” dan “Melanjutkan Pembenahan Masalah
Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah” secara umum memperlihatkan pencapaian
kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisas pencapaian
indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 9 (sembilan)
indikator sasaran, dan semua tercapai dengan cukup baik.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 khususnya untuk
Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dan akhirkata kami
ucapkan terimakasih atas perhatian dan dukungan pencapaian kinerja Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025, kami menyadari bahwa dalam
penyususunan Laporan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 masih banyak terdapat
kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami berharap masukan dan sumbang saran
kepada semua pihak agar pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Instansi
pemerintah pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dapat lebih baik dan jauh
lebih baik lagi pada tahun — tahun selanjutnya.

Tarempa, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,

NIP.198205%42010011015
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